Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR (2 TAHUN 202y

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor
1781) ;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.

Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya,
serta penyajian laporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBD.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah
prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan
pengguna laporan  keuangan dalam  rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar
entitas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang
Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada Pemerintah
Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan
kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan
menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi
yang diselenggarakannya.

Entitas Akuntansi terdiri dari SKPKD dan SKPD di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundangundangan
wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa
laporan keuangan yang bertujuan umum.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan
keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan
laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji
sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan
yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan
tahunan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan
informasi yang berguna dalam memprediksi sumber
daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai
kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
memberikan informasi kenaikan atau penurunan SAL
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada
tanggal tertentu dan menyajikannya secara komparatif
dengan periode-periode sebelumnya.

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang
memberikan informasi tentang kegiatan operasional
keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,
beban, dan surplus/ defisit operasional dari entitas

akuntansi dan entitas pelaporan.



24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo
kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang
memberikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah
jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan peraturan
perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh
kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah

pada bank yang ditetapkan.



Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini disusun
sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD dan SKPKD dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah digunakan
sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan penyajian atas
pelaporan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan beban, serta penyusunan Laporan

Keuangan.
Pasal 4

(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas :
a. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan, yang
dijelaskan melalui :
Kebijakan Umum Akuntansi;
Penyajian Laporan Keuangan;
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
Neraca;
Laporan Operasional (LO);
Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK);
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10. Laporan Keuangan Konsolidasian;
b. Kebijakan Akuntansi Akun
Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
Kebijakan Akuntansi Belanja;
Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
Kebijakan Akuntansi Beban;
Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
Kebijakan Akuntansi Piutang;

Kebijakan Akuntansi Persediaan;
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Kebijakan Akuntansi Investasi;
10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap,



11. Kebijakan  Akuntansi Konstruksi  Dalam
Pengerjaan (KDP);

12. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;

13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

14. Kebijakan Akuntansi Penyusutan,

15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;

16. Kebijakan  Akuntansi Koreksi  Kesalahan
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi Dan Operasi Yang Tidak
Dilanjutkan;

17. Akuntansi Penyajian Kembali (Restatement);

18. Peristiwa Setalah Tanggal Pelaporan;

19. Perjanjian Konsesi Jasa — Pemberi Konsesi;

20. Properti Investasi;

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran [ sampai dengan
lampiran XXX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasaman Barat

Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman Barat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman
Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Wl 200y

BUPATI PASAMAN BARAT

1/ .
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HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERIT* DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN....... NOMOR.....



